BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN KESATU MENDAHULUI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI huruf D angka 1

1.

huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, “Pada kondisi tertentu, pergeseran
anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan
Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di
tingkat nasional atau daerah”;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pergeseran Anggaran Kesatu Mendahului Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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11.

12.

13.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keunangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
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15,

18,

19,

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuarigan Kepada Pariai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 6177):

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3272);

Peraturan Pemerintah Nomor L8 Tahun 2016 tentang
Tahun 2016 Nomor |14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor |8
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Repuhblik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemeriritah Nomor 12 Tahun 2017 tenfang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomior 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Halk
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggora Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggeta Dewan Perwakilan Rakyst Daerah
(Lemlyaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
G847):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taeliun 20J9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Bvaluasi Penyelenggaraan Pemerintab Daerah
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21.

22.
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(Lembaran Negarg _RenuhUk [ndonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B323);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenungan dan Kelembagann Pelaksanaan Kebijakan

Otonomi Khusus Provinsi Papua {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730):

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transter ke Daerah (Lembaran Negara Repu blik
Indonesis Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraluran Pemernntah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasionial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4614);

Peraturan  Pregiden Nomor 16 Tahun 2018 ientang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 rentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomoar 16
Tahun 2018 tentang Pengadasn Barang/Jasa Pemerintab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Namor

63):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem I[nformasi Pemerintahan Daerah (Berira
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 1114)

Peratyran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi; Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaann Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik (ndonesia Tahun 2019 Nomor 1247}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Namor 1781];

Pergturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susuman Perangkat Daersh Kebupaten
Tehuk Wondama ([Lembaran Daerah Kabupaten Teluk

Wondama Tahun 2016 Nomor 7} sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Afas Peraturan Daerah Nomor 7 Taliun
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Menetapkan -

28,

30.

33,

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah I{ubupatenr Teluk
Wondama Tahun 2023 Nomor 10):

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Reuangan Daerah (Lembaran Daerah Kab‘upatcn Teluk
Womdama Tahun 2022 Nomor 2);

Perafuran Daerah Nomor 1 Tahun 2024 teniang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Taliun Anggaran 2029
{(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024
Nomor 1);

Peraturan Bupab Teluk Wondama Nomeor 37 Tahua 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Teluk Wondama (Berita Daeralh Kabupaten Teluk
Wondama Tahun 2022 Nomor 37):

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun
2024 Nomor 1);

Peraturan Bupab Nomor 2 Tahbun 2024 lentang Pedoman
Pelaksanaan Anggarsan Pendapaten dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Telulk
Wondama Tahun 2024 Nomor 2);

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
(Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024
Nomar 11J;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT] TENTANG PERGESERAN ANGGARAN
KESATU MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal [

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalali Kabupaten Teluk Wondama,

2. Pemerintah daerah adalah kepala dgerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Grusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom,
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Bupati adalah Bupat Teluk Woendama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. ‘

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambpah nilai kekayaan bersih dalam peviede tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Daerall adelah semua kewajiban Pemerintah Daerah vang
diakuisebagal pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah seriap penerimaan yang perli dibayar Kembali
dan /‘atﬁu pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada lahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pasal 2

Pergeseran Anggaran Kesatuy Mendahului Peruhahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

{1)

(2]

(3]

Pendapatan
1)  Semula Rp. 1.080.011.022.343
2]  Bertambah/berkarang Rp. Is)

Jumlah Pendapatan selelah pergeseran Rp.  1.080.011.022.343

Belanja

1) Semiula Rp. 1.080.011.022.703

2) Bertambah/berkurang Rp. 0
Jumlah Peéndapatan sételah pergeseran  Rp.  1.080.011.022.703
Surplus/(defisil] setelah pergeseran Rp. 0

Pembiavaan

a. Penenmaan Pemblayaan
1) Semula Rp. 1,500.000.360
2) Bertambah/{berkurang) Rp. Q

Jumlah Penerimaan Pembiayvaan

Setelah Pergeseran Rp. 1,500.000.360



Pengeluaran Pembiayaan
1] Semula Rp. 1.500.000.000
2)  Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Setelah Pergeseran

Rp. 1.500.000.000

Pasal 3

(1] Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk
menampung penganggaran sebagai berikut;

(2)

a.

b.

C.

Pergeseran anggaran dalam rangka perbaikan gaji dan tunjangan
perbaikan penghasilan;

Penganggaran keglatan lanjulan dan/atau kewajiban kepada pihalc
ketiga, terkail dengan pekerjaan yang telah selesai pada Taliun Anggaran
2023 namun belum terbayarkan;

Pergeseran anggaran antar unil organisasi, antar kegiatan, dan anfar

Jenis belanja, anlar obyek belanja dalam jenis belanja dan aniar rincian
obyek belanja untuk kegialan yang bersumber dari DBH Migas dalam

rangka Otsus, DAK, Dana Desa, DBH dan Dana Transler lainnya yang
sudah jelas peruntukannya;

Penganggaran pergeseran anggaran antar rincian ohyek belanja dalam
obyek belanja berkenaan dan antar abyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan untuk kegiatan yang bersumber dari DTU rlan PAD.
Pengangguran unlule Kegiatan wajib, mengikal, dan mendesak yang
belum cukup tersedia anggaran dan/atau belum dianggarkan pada
tahun sebelumnya.

Penjelasan alas Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa
penambahan dan/atan pengurangan akibat pergeseran sebagaimana
dimaksud pada ayal (1}, dijelaskan dalam kolom keterangan dari masing-
masifig Kegiatan dalam Lampiran. yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinei lebih Ianjut
dalam Lampiran yang merupakan bagilan tidak lerpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Kesatu Mendahului Perubahan APBD vang
ditetapkan dalam Peraturan Bupali ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggsran Satuan Kerjs Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturém perundang-undangan yang berlakii.
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Pasal &
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk
Wondamz.

Ditetapkan di Rasiei

padgatanggal 14 Mei 2024
PARAF HIRARKI - ===,
Seleretaris Daerah: BU-.:’ “WONDAMA
7

Asisten Bid, Pemerintahan
dan Kesejahieraan Rakyal
Kepala BRAD

Kabag, Mukum

-w-r'%"u\ Ll

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 14 Mei 2024

—

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2024 NOMOR 16.
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PERGESERAN ANGGARAN KESATU MENDAHULUI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



